
I 

2. · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

. . - . .. . . . . 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran · Negara .· Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

' 

: 1. 
• 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

. 

Tengah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
• 

42); 

Mengingat 
. . 

. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap 

· tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati _Cilacap · Nomor 28 
• 

Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba 
. . . . 

Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten 
Cilacap; 

• 

BUPATI CILACAP, 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1) 
Peraturan Daerah · Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 .. 

tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap 
Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap 
Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Organ,· Kepegawaian, dan 

· Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri 
Cilacap Kabupaten Cilacap; 

b. bahwa · dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 
. . 

.Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta dinamika dan kebutuhan 
organisasi guna mendukung peningkatan kinerja Perusahaan 
Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap, 
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 
28 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian, _dan Penggunaan 
Laba . Perusahaan Umum Daerah Kawasan . Industri Cilacap 
Kabupaten Cilacap perlu untuk diubah · dan disesuaikan; 

• 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN.BUPATI CILACAP NOMOR 28 TAHUN 2020 
TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN 

UMUM DAERAH KAWASAN INDUSTRI CILACAP KABUPATE'N'CILACAP 

TENTANG 

• 

• 
. 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR 4 3 TAHUN 2021 

• 

BUPATI CILACAP 
PROVINS! JAWATENGAH 

• • 

.. ·.,. 

• 

' 
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Pasal 78 
(1) Direksi dapat menunjuk Pegawai untuk diberikan tugas tambahan sebagai 

koordinator pada Departemen tertentu untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Perumda Kawasan Industri 
Cilacap sesuai dengan beban kerja dan pertimbangan objektif lain. 

• 

1. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 28 Tahun 2020 
Tentang Organ, Kepegawaian Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah 

• 

Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap 
• 

Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut : 

DAERAH KAWASAN INDUSTRI CILACAP KABUPATEN CILACAP. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
• 

BUPATI CILACAP · NOMOR .28 TAHUN 2020 TENTANG ORGAN, 
KEPEGAWAIAN DAN PENGGUNAAN . LABA . PERUSAHAAN UMUM . . 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ·Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
U saha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Nega'.ra Republik Indonesia · 
Nomor 6173); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor '6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 664 7); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 201·9 
tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap . 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 171); 

' - 
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Pasal 116 
(1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh KPM, 

digunakan untuk : 
a. pemenuhan dana cadangan; 
b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, 

pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Kawasan Industri 
Cilacap Kabupaten Cilacap; 

BAB VIII 
PENGGUNAAN LABA 

3. Ketentuan BAB VIII PENGGUNAAN LABA diubah, sehingga BAB VIII 
PENGGUNAAN LABA berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 89 
( 1) Pengangkatan Calon Pegawai, dapat berasal dari : 

a. pengadaan umum; atau 
b. pengangkatan PPKWT. 

(2) Pengadaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan 
untuk mengisi formasi Pegawai berdasarkan analisis jabatan dengan 
jumlah kebutuhan paling sedikit 5 (lima) formasi. 

(3) Pengangkatan PPKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilakukan dala rn hal terdapat formasi Pegawai yang kosong dan dapat diisi 
oleh PPKWT melalui proses seleksi. 

(4) Untuk dapat mengikuti proses seleksi, PPKWT harus memenuhi penilaian 
dengan nilai minimum baik untuk setiap unsur, meliputi : 
a. loyalitas; 
b. kecakapan; 
c. kesehatan; 
d. kerjasama; 
e. kerajinan; 
f. prestasi kerja; dan 
g. kejujuran. 

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan kertas 
kerja oleh Manajer Legal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

(6) Tata cara pengadaan umum dan pengangkatan PPKWT sebagai Calon 
Pegawai melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87. 

• 

2. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: 

(2) Pegawai yang ditunjuk untuk diberikan tugas tambahan sebagai 
koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Manajer yang menjadi atasannya. 

(3) Tata cara penunjukan, uraian tugas dan tata kerja Pegawai yang diberikan 
tugas tambahan sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur 
Perusahaan. 

(4) Dihapus. 

' 
' .. 
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Pasal 118 
Deviden yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat 
(2) huruf b, merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan KPM. 

Dihapus. 
Dihapus. 
Dihapus. 

(3) 
• 

( 1) Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat 
(2) huruf a, wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai 
.paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Kawasan 
Industri Cilacap. 

(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
digunakan untuk menutup kerugian Perumda Kawasan Industri Cilacap 

. . ' ' . . 

atas persetujuan tertulis dari KPM. · ··. · · 
Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melebihi 
jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan 
dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda 
Kawasan Industri Cilacap. 
Dihapus. (4) 

(5) 
(6) 
(7) 

Pasal 117 

c. dividen yang menjadi hak Daerah; 
d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; 

·• .. 

e. bonus untuk Pegawai; dan/ atau 
f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi 

sebagai berikut : 
a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba 

bersih: ' 
b. deviden yang menjadi hak Daerah sebesar 55o/o (lima puluh lima persen) 

· dari laba bersih; 
c. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas serta 

bonus untuk Pegawai sebesar 5°/o (lima persen) dari laba bersih setelah 
dikurangi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf .a; 

d. dana pengembangan yang digunakan untuk peningkatan kuantitas, 
kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha 
perintisan Perumda Kawasan Industri · Cilacap sebesar 5% (lima persen) 
dari laba bersih; 

e. dana kesejahteraan sebesar 12% (dua belas persen) dari laba bersih; 
dan 

f. tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ( Corporate Social 
" ., ,· 

Responsibility) sebesar 4% (empat persen) dari laba bersih. 
(3) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilakukan evaluasi dan ditetapkan lain oleh KPM sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

' 
' 



5 

43 

' '.ATEN CI 

FARID MA 'RUF 
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 

- Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal , I 6 APR 202 J 

I 

ARTO PAMUJI 

CILACAP, 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal I 6 APR 202 J 

~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 120 
(1) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (2) huruf e, 

dikelola secara terpisah yang penggunaannya untuk kesejahteraan Direksi 
dan Pegawai, peningkatan kapasitas dan pembinaan sumber daya 
manusia, serta sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membayar 
pesangon Direksi dan Pegawai. 

• 

(2) Penggunaan dan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan (Corporate Social Responsibility) diatur lebih lanjut dengan 
Standar Operasional Prosedur Perusahaan. 

(3) Pengelolaan Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur Perusahaan. 

Pasal 119 
( 1) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda 

Kawasan Industri Cilacap dianggarkan dan diperhitungkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran tantiem untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan 
Pengawas serta bonus untuk masing-masing Pegawai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan 
Direksi . 

. 

(3) Dihapus. 

' 
' 


